, Lex Aeterna Jurnal Hukum
' Volume 3 No 4 November 2025
] E-ISSN: 3047-5066
(SN S N EANAN P-ISSN: 3047-5783
Akses Terbuka: https://journal.lartc.id/index.php/lalj/index

HUKUM INTERNASIONAL DI TENGAH KONFLIK GAZA: DILEMA
ANTARA KEDAULATAN NEGARA DAN PERLINDUNGAN
KEMANUSIAAN

Wagiman
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
wagiman2014@gmail.com

Abstrak
Konflik Gaza antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik
berkepanjangan yang menimbulkan dampak kemanusiaan luas dan menantang
legitimasi sistem hukum internasional. Sejak berdirinya Israel tahun 1948 hingga kini,
wilayah Gaza menjadi pusat ketegangan politik dan militer yang memicu
pelanggaran serius terhadap hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional.
Dalam konteks ini, hukum internasional seharusnya berfungsi sebagai instrumen
utama untuk mengatur perilaku negara dan aktor non-negara serta mengarahkan
penyelesaian sengketa menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Namun,
realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan norma-norma tersebut sering
kali diabaikan, baik karena kepentingan politik maupun kelemahan institusional
lembaga internasional. Penelitian ini berupaya menjawab tiga persoalan utama: (1)
Bagaimana peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa Gaza antara
Israel dan Palestina?; (2) Bagaimana mekanisme hukum internasional menegakkan
akuntabilitas atas pelanggaran hukum humaniter dan HAM di wilayah Gaza?; (3)
Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam implementasi hukum internasional
terhadap konflik Gaza? Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional
memiliki kerangka normatif yang jelas dalam penyelesaian sengketa Gaza, namun
penerapannya masih sangat terbatas. Pelanggaran terhadap prinsip non-use of force,
proportionality, dan perlindungan warga sipil telah diidentifikasi dalam berbagai
laporan Dewan HAM PBB dan lembaga independen seperti Human Rights Watch.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah membuka penyelidikan terhadap
dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina, tetapi efektivitasnya terhambat oleh
non-kooperatifnya Israel dan tekanan politik dari negara-negara besar. Dewan
Keamanan PBB, yang seharusnya berperan sentral dalam penyelesaian sengketa,
kerap gagal mencapai keputusan substantif karena penggunaan hak veto oleh
anggota tetap. Dengan demikian, hukum internasional berperan lebih sebagai acuan
moral dan deklaratif daripada alat yang benar-benar efektif dalam memulihkan
keadilan dan perdamaian di Gaza. Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa
peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa Gaza masih bersifat
normatif dan belum efektif secara praktis. Hambatan utama terletak pada faktor
politik, ketimpangan kekuasaan, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum
internasional. Diperlukan reformasi kelembagaan dalam sistem hukum internasional,
terutama penguatan independensi ICC dan pembatasan hak veto dalam isu-isu
kemanusiaan. Selain itu, perlu dibangun komitmen global untuk menegakkan prinsip
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rule of law internasional tanpa diskriminasi, serta memperkuat diplomasi hukum dan
peran lembaga regional dalam menciptakan solusi damai dan berkeadilan bagi rakyat
Palestina.

Kata kunci: Hukum Internasional, Konflik Gaza, Hukum Humaniter, Mahkamah
Internasional, Penyelesaian Sengketa Internasional.

Abstract

The Gaza conflict between Israel and Palestine is a protracted conflict that has had widespread
humanitarian impacts and challenged the legitimacy of the international legal system. Since
the founding of Israel in 1948, the Gaza region has been a center of political and military
tension, triggering serious violations of international humanitarian law and human rights. In
this context, international law should serve as the primary instrument for requlating the
behavior of states and non-state actors and guiding dispute resolution toward a just and
sustainable peace. However, the reality on the ground shows that the application of these norms
is often ignored, both due to political interests and the institutional weaknesses of international
institutions. This study seeks to answer three main questions: (1) What is the role of
international law in resolving the Gaza dispute between Israel and Palestine?; (2) How do
international legal mechanisms enforce accountability for violations of humanitarian law and
human rights in the Gaza region?; (3) What factors hinder the implementation of international
law in the Gaza conflict? The results show that international law has a clear normative
framework for resolving the Gaza dispute, but its application remains very limited. Violations
of the principles of non-use of force, proportionality, and the protection of civilians have been
identified in numerous reports by the UN Human Rights Council and independent
organizations such as Human Rights Watch. The International Criminal Court (ICC) has
opened an investigation into alleged war crimes in the Palestinian territories, but its
effectiveness has been hampered by Israeli non-cooperation and political pressure from major
powers. The UN Security Council, which should play a central role in dispute resolution,
frequently fails to reach substantive decisions due to the use of its veto power by permanent
members. Thus, international law serves more as a moral and declarative guideline than a truly
effective tool for restoring justice and peace in Gaza. The main conclusion of this study is that
the role of international law in resolving the Gaza dispute remains normative and ineffective
in practice. The main obstacles lie in political factors, power imbalances, and weak
international law enforcement mechanisms. Institutional reforms within the international
legal system are needed, particularly strengthening the independence of the ICC and limiting
its veto power in humanitarian issues. Furthermore, a global commitment to upholding the
principle of the international rule of law without discrimination is needed, as well as
strengthening legal diplomacy and the role of regional institutions in creating peaceful and
just solutions for the Palestinian people. Keywords: International Law, Gaza Conflict,
Humanitarian Law, International Court of Justice, International Dispute Settlement.

PENDAHULUAN

Konflik di Jalur Gaza antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik
paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah modern. Sejak berdirinya negara
Israel pada tahun 1948 dan pengusiran serta pendudukan wilayah Palestina, berbagai
upaya telah dilakukan oleh masyarakat internasional untuk menyelesaikan konflik
tersebut, termasuk melalui instrumen hukum internasional. Jalur Gaza, yang kini
dikuasai oleh kelompok Hamas sejak 2007, menjadi medan pertempuran yang
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berulang antara kepentingan politik, ideologis, dan militer yang menimbulkan korban
jiwa besar, khususnya di kalangan warga sipil. Dalam konteks tersebut, hukum
internasional, baik dalam bentuk hukum humaniter internasional maupun hukum
hak asasi manusia internasional, memiliki peranan penting dalam memberikan
kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa, perlindungan warga sipil, serta
penegakan tanggung jawab negara dan individu.

Peran hukum internasional dalam konteks konflik Gaza tidak hanya terbatas
pada pelarangan penggunaan kekerasan melalui Charter of the United Nations, tetapi
juga mencakup prinsip-prinsip tanggung jawab negara, hukum humaniter
internasional (Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan), serta yurisdiksi
Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam
menegakkan akuntabilitas terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap
kemanusiaan. Namun, penerapan hukum internasional sering kali menghadapi
kendala politik, keberpihakan, serta problem legitimasi dan efektivitas lembaga
internasional. Artikel ini akan mengkaji bagaimana hukum internasional berperan
dalam penyelesaian sengketa Gaza dengan menelaah aspek legalitas tindakan militer,
tanggung jawab negara, mekanisme penyelesaian sengketa, serta efektivitas
implementasi norma-norma hukum internasional di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum
yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif
internasional serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum
internasional. Pendekatan yang digunakan mencakup: (1) Pendekatan perundang-
undangan (statute approach) terhadap instrumen hukum internasional seperti Piagam
PBB, Konvensi Jenewa 1949, dan Statuta Roma 1998; (2) Pendekatan konseptual
(conceptual approach) untuk memahami konsep kedaulatan, agresi, dan tanggung
jawab negara; dan (3) Pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah putusan
atau sikap lembaga internasional, termasuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) dan Mahkamah Pidana Internasional dalam konteks konflik Gaza.
Bahan hukum primer terdiri dari instrumen hukum internasional, resolusi PBB, dan
dokumen resmi ICC. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan analisis
akademik yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan
norma hukum dan mengaitkannya dengan fakta empiris.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Legalitas Penggunaan Kekuatan dan Prinsip Kedaulatan

Hukum internasional melalui Article 2 (4) Charter of the United Nations melarang

penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah negara lain. Israel, meskipun
berdalih melakukan tindakan pertahanan diri (self-defence) terhadap serangan roket
Hamas, sering kali melakukan operasi militer yang secara proporsional dan
diskriminatif melanggar prinsip necessity dan proportionality. Penggunaan kekuatan
yang menyebabkan korban sipil massal di Gaza menimbulkan pertanyaan serius
mengenai pelanggaran hukum humaniter internasional. Larangan penggunaan
kekerasan terhadap integritas wilayah negara lain diatur dalam Pasal 2 Ayat (4)
Piagam PBB yang menyatakan bahwa setiap anggota harus menahan diri dari
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ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan
politik negara lain. Norma ini merupakan prinsip dasar hukum internasional yang
menegaskan bahwa agresi atau penaklukan wilayah secara paksa adalah ilegal, dan
semua sengketa harus diselesaikan secara damai.

Penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional merupakan isu sentral
yang diatur secara ketat oleh hukum internasional demi menjaga perdamaian dan
keamanan dunia. Prinsip dasar pelarangan penggunaan kekuatan (prohibition of the
use of force) tertuang secara eksplisit dalam Pasal 2 Ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB), yang menyatakan bahwa semua negara anggota harus menahan diri
dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau
kemerdekaan politik negara lain. Ketentuan ini merupakan norma jus cogens, yaitu
prinsip hukum internasional yang bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan
oleh perjanjian apa pun. Dengan demikian, segala bentuk agresi, invasi, atau tindakan
militer yang tidak didasarkan pada otorisasi Dewan Keamanan PBB atau hak
pertahanan diri yang sah dianggap melanggar hukum internasional.

Namun, hukum internasional memberikan dua pengecualian utama terhadap
larangan penggunaan kekuatan tersebut. Pertama, tindakan militer yang dilakukan
atas dasar otorisasi Dewan Keamanan PBB sesuai Pasal 42 Piagam PBB, ketika
dianggap perlu untuk menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan
internasional. Kedua, hak untuk membela diri (right of self-defence) sebagaimana diatur
dalam Pasal 51 Piagam PBB, yang memperbolehkan negara menggunakan kekuatan
secara unilateral jika terjadi serangan bersenjata terhadapnya. Meski demikian,
penggunaan hak pertahanan diri harus memenuhi prinsip necessity (keharusan) dan
proportionality (kesebandingan), serta segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan
PBB untuk evaluasi lebih lanjut. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat
mengubah tindakan pertahanan diri menjadi bentuk agresi yang melanggar hukum.

Dalam praktiknya, konsep legalitas penggunaan kekuatan sering kali menjadi
wilayah abu-abu antara kepentingan hukum dan politik internasional. Banyak negara
menggunakan dalih pertahanan diri atau intervensi kemanusiaan untuk
membenarkan operasi militer yang sesungguhnya melanggar Piagam PBB. Contoh
yang relevan adalah tindakan militer Israel di Gaza yang diklaim sebagai pembelaan
diri terhadap serangan roket Hamas, namun menimbulkan pertanyaan serius
mengenai proporsionalitas dan diskriminasi terhadap warga sipil. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional telah menetapkan batasan yang
jelas mengenai legalitas penggunaan kekuatan, implementasinya masih sangat
bergantung pada interpretasi subjektif negara dan keberanian komunitas
internasional untuk menegakkan prinsip rule of law secara konsisten tanpa pandang
bulu.

2. Penerapan Hukum Humaniter Internasional

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I menegaskan kewajiban para
pihak dalam konflik bersenjata untuk melindungi warga sipil dan melarang serangan
terhadap objek sipil. Dalam konflik Gaza, laporan United Nations Human Rights
Council (UNHRC) dan Human Rights Watch menemukan adanya indikasi kuat
pelanggaran berat (grave breaches), termasuk penggunaan bom di area padat
penduduk, blokade kemanusiaan, dan serangan terhadap fasilitas medis. Hal ini
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menegaskan relevansi hukum humaniter sebagai instrumen pengendalian konflik
sekaligus dasar bagi pertanggungjawaban pidana internasional.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau International Humanitarian Law
(IHL) merupakan cabang dari hukum internasional publik yang mengatur perilaku
pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik internasional maupun non-
internasional. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi penderitaan manusia akibat
perang dengan melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam
permusuhan, seperti warga sipil, tawanan perang, dan tenaga medis. Instrumen
utama yang menjadi landasan Hukum Humaniter Internasional adalah Konvensi
Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II tahun 1977, yang mengatur tentang
perlindungan korban perang serta pembatasan cara dan alat berperang. Dalam
konteks hukum positif internasional, Hukum Humaniter Internasional bersifat
mengikat bagi semua negara, terlepas dari apakah mereka pihak dalam konflik atau
tidak, karena prinsip-prinsip dasarnya telah berkembang menjadi norma jus cogens
yang tidak dapat diganggu gugat.

Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata, seperti
yang terjadi di Gaza antara Israel dan Palestina, menegaskan pentingnya prinsip-
prinsip distinction, proportionality, dan necessity. Prinsip distinction mengharuskan
pihak-pihak yang bertikai membedakan antara kombatan dan non-kombatan serta
antara sasaran militer dan objek sipil. Sementara prinsip proportionality menuntut agar
serangan militer tidak menyebabkan kerugian berlebihan terhadap warga sipil
dibandingkan dengan keuntungan militer yang diperoleh. Dalam konflik Gaza,
laporan-laporan dari United Nations Human Rights Council (UNHRC) dan organisasi
kemanusiaan seperti Human Rights Watch menunjukkan adanya indikasi kuat
pelanggaran terhadap kedua prinsip ini, antara lain melalui pengeboman di kawasan
padat penduduk, serangan terhadap fasilitas medis, dan blokade terhadap bantuan
kemanusiaan. Tindakan tersebut, secara yuridis, dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional (grave breaches).

Secara kelembagaan, penegakan Hukum Humaniter Internasional dilakukan
melalui berbagai mekanisme, baik nasional maupun internasional. Di tingkat
internasional, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi untuk
mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan
terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998. Dalam kasus
Gaza, Palestina sebagai pihak dalam Statuta Roma telah memberikan dasar hukum
bagi ICC untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Hukum
Humaniter Internasional oleh Israel dan kelompok bersenjata Hamas. Namun,
efektivitas penerapan hukum ini seringkali terkendala oleh faktor politik,
ketidakpatuhan negara terhadap kewajiban hukum internasional, serta keterbatasan
mekanisme sanksi. Meskipun demikian, eksistensi Hukum Humaniter Internasional
tetap menjadi pilar penting dalam menjaga martabat kemanusiaan dan menegakkan
akuntabilitas atas kejahatan yang terjadi selama konflik bersenjata.

3. Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC/ International Criminal Court)

International Criminal Court (ICC) memiliki yurisdiksi atas kejahatan perang
dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Palestina setelah negara tersebut
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menyetujui Statuta Roma pada 2015. Pada 2021, Jaksa ICC mengumumkan
pembukaan penyelidikan terhadap kemungkinan kejahatan perang oleh Israel dan
Hamas. Meski demikian, efektivitas ICC sering terhambat oleh faktor politik,
terutama karena Israel bukan pihak dalam Statuta Roma dan adanya tekanan
diplomatik dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Mahkamah Pidana
Internasional (ICC) adalah pengadilan internasional permanen yang dibentuk oleh
Statuta Roma untuk mengadili individu atas kejahatan paling berat yang menjadi
perhatian masyarakat internasional: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,
kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Sebagai pengadilan pilihan terakhir, ICC
berfungsi untuk melengkapi, bukan menggantikan, sistem peradilan nasional,
dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dan mencegah terjadinya
kejahatan di masa mendatang. ICC berkedudukan di Den Haag, Belanda.

International Criminal Court merupakan lembaga yudisial permanen yang
dibentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998, dengan tujuan utama menegakkan
akuntabilitas terhadap pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian
komunitas internasional, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,
kejahatan perang, dan kejahatan agresi. International Criminal Court berperan sebagai
pelengkap sistem peradilan nasional (complementarity principle), yang berarti
yurisdiksinya hanya berlaku jika suatu negara tidak mampu atau tidak mau secara
tulus (unwilling or unable genuinely) menuntut pelaku kejahatan internasional di
wilayahnya. Sebagai lembaga yang berlandaskan hukum internasional publik, ICC
berfungsi untuk mencegah impunitas, memperkuat supremasi hukum global, dan
memberikan keadilan bagi korban pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum
humaniter.

Dalam konteks konflik Gaza antara Israel dan Palestina, ICC memiliki peran
strategis untuk menegakkan tanggung jawab pidana individual atas dugaan
pelanggaran hukum humaniter internasional. Setelah Palestina meratifikasi Statuta
Roma pada tahun 2015, ICC memperoleh yurisdiksi untuk menyelidiki kejahatan
yang terjadi di wilayah Palestina, termasuk di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem
Timur. Pada tahun 2021, Jaksa ICC mengumumkan pembukaan penyelidikan resmi
terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan baik oleh pasukan Israel maupun
oleh kelompok bersenjata Hamas. Langkah ini menunjukkan komitmen lembaga
tersebut dalam menegakkan prinsip accountability, meskipun Israel bukan negara
pihak Statuta Roma dan menolak yurisdiksi ICC. Secara yuridis, yurisdiksi ICC dalam
kasus ini didasarkan pada asas teritorialitas dan personalitas pasif, dimana kejahatan
terjadi di wilayah negara pihak (Palestina) atau melibatkan korban yang berada di
bawah perlindungan hukum internasional.

Meskipun memiliki dasar hukum vyang kuat, efektivitas ICC dalam
menegakkan keadilan atas konflik Gaza masih menghadapi sejumlah tantangan
serius. Tekanan politik dari negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, dan
ketidakpatuhan Israel terhadap mekanisme internasional menjadi hambatan utama
dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Selain itu, keterbatasan sumber daya,
lamanya prosedur penyelidikan, serta kurangnya mekanisme eksekusi terhadap
putusan ICC turut melemahkan peran lembaga ini dalam praktiknya. Walau
demikian, keberadaan ICC tetap memiliki signifikansi normatif yang besar dalam
menegakkan prinsip rule of law internasional dan memperkuat akuntabilitas global.

Beranda Jurnal : https://journal.lartc.id/index.php/lalj/index 125



Lex Aeterna Jurnal Hukum
Volume 3 No 4 November 2025
Hal: 120-132

ICC tidak hanya menjadi simbol keadilan internasional, tetapi juga instrumen penting
untuk menekan aktor-aktor negara agar bertanggung jawab terhadap pelanggaran
hukum humaniter dan hak asasi manusia di wilayah konflik seperti Gaza.

4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di bawah PBB

Dewan Keamanan PBB berperan dalam menjaga perdamaian dan keamanan
internasional, tetapi kegagalannya dalam mengeluarkan resolusi substantif terkait
Gaza disebabkan oleh penggunaan hak veto oleh anggota tetap. Oleh karena itu,
Majelis Umum PBB dan lembaga-lembaga seperti International Court of Justice (ICJ)
menjadi alternatif moral dan hukum. Misalnya, Advisory Opinion ICJ tahun 2004
mengenai tembok pemisah Israel di wilayah Palestina memberikan landasan hukum
bahwa tindakan pendudukan melanggar hukum internasional. Pendapat nasihat dari
ICJ adalah pendapat hukum, bukan putusan yang mengikat, yang diberikan kepada
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya. Tujuannya adalah untuk
memberikan nasihat hukum atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh badan-
badan berwenang seperti Majelis Umum, dan meskipun tidak mengikat secara
hukum, pendapat-pendapat ini memiliki otoritas hukum dan moral yang signifikan.
Pendapat-pendapat ini merupakan alat untuk mengembangkan hukum internasional
dan berbeda dari peran IC] dalam menyelesaikan sengketa hukum antarnegara. Peran
utama ICJ guna menyelesaikan sengketa hukum antarnegara secara damai dengan
memberikan putusan yang mengikat secara hukum, menjaga perdamaian dan
keamanan internasional, serta mengembangkan hukum internasional. International
Court of Justice juga memiliki fungsi konsultatif dengan memberikan opini hukum atas
permintaan badan-badan PBB dan dapat mengadili pelanggaran kewajiban
internasional. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesepakatan sukarela
negara-negara yang bersengketa dan komitmen mereka untuk mematuhi putusan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional utama yang
bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan dunia memiliki berbagai
mekanisme hukum untuk penyelesaian sengketa antarnegara. Berdasarkan Piagam
PBB Bab VI dan Bab VII, negara-negara diwajibkan menyelesaikan sengketa
internasional mereka dengan cara damai, antara lain melalui negosiasi, mediasi,
konsiliasi, arbitrase, atau penyelesaian yudisial. Pasal 33 Ayat 1 Piagam PBB
menegaskan bahwa para pihak dalam suatu sengketa harus terlebih dahulu mencari
solusi dengan cara-cara damai sebelum membawa permasalahan tersebut ke Dewan
Keamanan atau Majelis Umum. Prinsip penyelesaian damai ini mencerminkan asas
pacta sunt servanda dan penghormatan terhadap kedaulatan negara, di mana
intervensi internasional hanya dilakukan bila upaya bilateral gagal mencapai hasil
yang memadai.

Dalam konteks konflik Gaza dan Palestina, mekanisme penyelesaian sengketa
di bawah PBB telah berulang kali diaktifkan, khususnya melalui Dewan Keamanan
(DK PBB) dan Majelis Umum (MU PBB). Dewan Keamanan, berdasarkan Pasal 24 dan
39 Piagam PBB, memiliki kewenangan untuk menentukan adanya ancaman terhadap
perdamaian serta mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, mulai dari
penerapan sanksi hingga tindakan militer. Namun, dalam praktiknya, efektivitas DK
PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sering terhambat oleh penggunaan hak veto oleh
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anggota tetap, khususnya Amerika Serikat, yang secara konsisten menghalangi
keluarnya resolusi substantif terhadap Israel. Sebagai alternatif, Majelis Umum PBB
telah mengeluarkan sejumlah resolusi rekomendatif berdasarkan Uniting for Peace
Resolution tahun 1950, termasuk dukungan terhadap pengakuan kedaulatan Palestina
dan seruan penghentian kekerasan di Gaza. Walaupun resolusi Majelis Umum tidak
bersifat mengikat, ia memiliki bobot moral dan politik yang signifikan dalam
mengarahkan opini publik internasional.

Selain lembaga politik, ICJ juga memainkan peran penting dalam mekanisme
penyelesaian sengketa di bawah PBB. International Court of Justice sebagai organ
yudisial utama PBB, berwenang mengadili sengketa antarnegara serta memberikan
pendapat hukum (advisory opinion) atas permintaan lembaga-lembaga PBB.
Contohnya, pendapat hukum ICJ tahun 2004 mengenai “Legal Consequences of the
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory” menegaskan bahwa
pembangunan tembok pemisah oleh Israel di wilayah Palestina bertentangan dengan
hukum internasional. Putusan tersebut memperkuat legitimasi hukum internasional
dan memperjelas tanggung jawab Israel sebagai negara pendudukan. Mekanisme
penyelesaian sengketa di bawah PBB mencerminkan upaya institusional untuk
menegakkan perdamaian berbasis hukum (peace through law), meskipun
efektivitasnya sering kali dibatasi oleh kepentingan politik negara-negara anggota.

5. Kendala Implementasi & Legitimasi Hukum Internasional

Kendala utama penerapan hukum internasional di Gaza adalah dominasi
kepentingan politik dan selektivitas penegakan hukum. Ketimpangan kekuasaan
antara Israel dan Palestina menjadikan prinsip keadilan internasional sulit diterapkan
secara simetris. Selain itu, lemahnya mekanisme sanksi dan ketergantungan pada
komitmen politik negara-negara anggota menyebabkan hukum internasional sering
kali bersifat deklaratif, bukan implementatif. Implementasi hukum internasional
dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam konflik Gaza, menghadapi berbagai
kendala struktural dan politik yang serius. Secara yuridis, hukum internasional
memiliki kelemahan mendasar karena tidak adanya otoritas supranasional yang
dapat memaksa negara untuk mematuhi kewajiban hukumnya. Prinsip kedaulatan
negara (sovereign equality of states) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Piagam
PBB sering menjadi tameng bagi negara untuk menolak intervensi atau tindakan
hukum internasional, termasuk penyelidikan atas pelanggaran yang dilakukan.
Dalam kasus Gaza, Israel secara konsisten menolak yurisdiksi Mahkamah Pidana
Internasional dan mengabaikan resolusi Dewan Keamanan maupun Majelis Umum
PBB yang menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil. Hal ini
menunjukkan keterbatasan daya paksa (enforcement power) hukum internasional yang
bergantung pada kemauan politik negara.

Selain persoalan struktural, kendala legitimasi hukum internasional juga
muncul akibat adanya standar ganda (double standards) dalam penerapan prinsip-
prinsip hukum oleh komunitas internasional. Negara-negara besar, terutama anggota
tetap Dewan Keamanan PBB, sering kali mempolitisasi penerapan hukum
internasional sesuai dengan kepentingan geopolitik mereka. Amerika Serikat,
misalnya, menggunakan hak veto untuk melindungi Israel dari sanksi atau resolusi
yang mengutuk tindakannya di Gaza, sementara negara lain seperti Rusia atau
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Tiongkok kerap menggunakan hak veto dalam konteks yang berbeda untuk
mempertahankan kepentingan strategisnya. Kondisi ini menyebabkan hukum
internasional kehilangan kredibilitas dan legitimasi moralnya sebagai sistem hukum
yang seharusnya bersifat universal, netral, dan adil. Akibatnya, prinsip rule of law
internasional sering kali berubah menjadi rule by power, dimana kekuatan politik lebih
dominan daripada norma hukum.

Lemahnya mekanisme penegakan dan sanksi juga memperburuk efektivitas
hukum internasional. Meskipun lembaga-lembaga seperti ICC dan IC] memiliki
otoritas hukum formal, keduanya tidak memiliki kekuatan eksekutif untuk
memastikan kepatuhan negara terhadap putusan atau mandatnya. Tidak adanya
sistem kepolisian internasional yang efektif menjadikan banyak putusan internasional
bersifat deklaratif, bukan implementatif. Dalam konteks Gaza, meskipun berbagai
resolusi dan laporan investigatif telah menegaskan adanya pelanggaran berat hukum
humaniter, tidak ada sanksi tegas yang dijatuhkan terhadap pihak-pihak yang
bertanggung jawab. Kondisi ini menimbulkan paradoks antara norma hukum yang
ideal dan realitas politik yang pragmatis, sehingga legitimasi hukum internasional
sebagai alat keadilan global sering kali dipertanyakan. Untuk mengatasi hal ini,
diperlukan reformasi kelembagaan dan penguatan komitmen politik global agar
hukum internasional dapat berfungsi secara efektif, adil, dan konsisten di atas
kepentingan politik jangka pendek.

KESIMPULAN

Hukum internasional memiliki peran fundamental dalam menyediakan
kerangka normatif bagi penyelesaian sengketa Gaza, baik melalui prinsip pelarangan
kekerasan, perlindungan kemanusiaan, maupun mekanisme akuntabilitas
internasional. Namun, efektivitas penerapan hukum tersebut masih terbatas akibat
faktor politik, ketimpangan kekuasaan, dan kurangnya komitmen internasional
terhadap penegakan keadilan. Untuk mencapai penyelesaian yang adil dan
berkelanjutan, diperlukan reformasi dalam mekanisme penegakan hukum
internasional serta komitmen kolektif negara-negara untuk menempatkan supremasi
hukum di atas kepentingan politik.
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